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Kata Pengantar

Direktur Program Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang

Adanya perubahan peraturan daerah yang berdampak pada bidang
kepegawaian diperlukan antisipasi penataan aparatur publik yang didasarkan
pada analisis beban kerja setiap unit kerja. Sehingga komposisi pegawai
yang ada juga harus sesuai dengan kebutuhan. Komposisi pegawai dalam
golongan atau pangkat, pendidikan dan usia menjadi persoalan kritis dalam
perencanaan kebutuhan pegawai berbasis kinerja dan kompetensi. Berbagai
prasyarat yang berorientasi pada manajemen kepegawaian professional saat
ini seperti analisis jabatan, klasifikasi jabatan, uraian tugas jabatan, standar
kompetensi jabatan struktural serta sistem penilaian pegawai berbasis kinerja
yang obyektif masih belum tersedia sesuai peraturan yang berlaku.

Penegakan disiplin pegawai perlu diupayakan secara terus menerus
dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku,
melalui pembinaan dan penerapan sanksi sesuai dengan tingkat
pelanggaran. Adanya permasalahan-permasalahan yang terjadi selama ini
seperti rendahnya kualitas dan kompetensi sumber daya aparatur sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya, kurang optimalnya pemberdayaan
aparatur di masing-masing unit kerja, perencanaan kebutuhan aparatur publik
yang belum optimal karena pada unit kerja belum dilaksanakan analisis
jabatan, meningkatnya tingkat pelanggaran disiplin dan masih rendahnya
kesejahteraan pegawai serta kurangnya sarana dan prasarana sistem
informasi manajemen kepegawaian yang mampu melayani kebutuhan data
dalam pengambilan keputusan. Maka diperlukan keseriusan dalam
menyelesaikan permasalahan tersebut. :

Dengan demikian pembangunan aparatur harus bisa mewujudkan sistem
manajemen yang mampu menghasilkan aparatur publik profesional dan
didukung dengan sistem pembinaan karier berdasarkan prestasi kerja. Untuk
itu maka kebijakan pembangunan daerah sebaiknya diarahkan pada
penyiapan ketersediaan sumber daya aparatur yang berkualitas secara
proporsional di semua instansi dengan menata keseimbangan jumlah
aparatur dan beban kerja di setiap lembaga satuan kerja perangkat daerah,
serta meningkatkan kualitas aparatur melalui pengelolaan aparatur
pemerintah daerah secara profesional yang berdasarkan standar kompetensi.

Dalam konteks globalisasi, tentunya pemerintah daerah juga
semakin dituntut untuk memiliki daya saing, sehingga penguasaan ilmu




pengetahuan menjadi kunci bagi aparatur pemerintah daerah untuk dapat
bertahan dan mengembangkan dirinya. Melalui buku “Akuntabilitas Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah” yang ditulis
oleh saudara Praptining Sukowati, mahasiswi Program Doktor limu
Administrasi Publik, Pascasarjana Brawijaya Malang, ini akan memberikan
wama dan pencerahan wawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan di
daerah. Khususnya terkait dengan pencitraan dan peningkatan kinerja
aparatur publik. Semoga buku ini bisa membantu usaha pemerintah daerah
untuk meningkatkan kinerja aparatur pemerinteh  daerah dalam rangka
menuju aparatur yang professional, bersih, kompeten dan akuntabel, selain
juga dapat berguna dalam menambah wawasan pengetahuan para
akademisi di lingkungan perguruan tinggi, dan masyarakat luas.

Malang, Mei 2010




Kata Pengantar
Rektor Universitas Merdeka Malang

Di tengah berbagai kemajuan pembangunan nasional, upaya untuk
memperkokoh landasan kebijakan bagi peningkatan kualitas pelayanan
publik terus dilakukan. Sebagai hasilnya, pemerintah telah menerbitkan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Langkah
selanjutnya, perlu segera diselesaikan penyusunan peraturan-peraturan
pelaksanaan tentang pelayanan publik, agar kebijakan tentang pelayanan
publik yang telah ditetapkan dalam UU tersebut dapat segera dilaksanakan
secara efektif. Dalam undang-undang tersebut telah diatur bahwa setiap unit
penyelenggara pelayanan harus memiliki standar pelayanan dan maklumat
yang mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan layanan
dan penerima pelayanan, sehinga pada akhimya dapat segera mewujudkan
pelayanan yang berkualitas dan akuntabel secara bertahap.

Sejak awal kemunculannya hingga saat ini birokrasi selalu menjadi
tema diskusi yang hangat di Indonesia. Birokrasi adalah fenomena yang sarat
dengan kontroversial. Di satu sisi birokrasi adalah keniscayaan dalam
kehidupan manusia modern tetapi pada sisi lainnya ia selalu menampakkan
wajah yang kusam. Kesal awal yang sering muncul ketika membahas tentang
birokrasi di Indonesia adalah sikap sinis. Penyebabnya terletak pada kinerja
birokrasi yang selalu diasosiasikan oleh masyarakat dengan pelayanan yang
lamban, kurang memuaskan, ekonomi biaya tinggi, kolusi, korupsi dan
sebagainya. Namun demikian masyarakat tidak bisa berpaling dari birokrasi,
karena masyarakat tidak punya pilihan lain selain berurusan dengan
birokrasi. Terkait dengan kedudukan birokrasi (pemerintahan) sebagai
perangkat negara yang diberi kewenangan untuk menyelenggarakan fugas
pelayanan publik. Fenomena kontroversi dalam tubuh birokrasi terutama
yang berkarakter patologis diyakini bukan terjadi secara alamiah tetapi
muncul dari lilitan berbagai faktor yang kompleks. Faktor kultural dan
struktural, faktor intemal dan ekstemal, selalu muncul sebagai penjelas
terhadap fenomena kontroversi birokrasi pemerintah tersebut. Menghadapi
kondisi tersebut, upaya untuk meningatkan kinerja birokrasi pemerintahan
telah banyak dilakukan oleh para ahli dengan berbagai perspektif. Pola
penyelenggaraan pemerintahan yang desentralistis akan mengubah perilaku
pemerintah, baik di pusat maupun daerah untuk lebih efisien, profesional dan
akuntabel. ;




Buku “Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan
Pembangunan Daerah”, yang ditulis oleh Praptining Sukowati, SH, MSi
dosen Fakultas llmu Sosial dan limu Politik Universitas Merdeka Malang ini,
sangat penting untuk dibaca dalam rangka menambah wacana keilmuan
tentang birokrasi pemerintah daerah, khususnya dalam penyelenggaraan
_layanan publik di daerah, dimana dituntut untuk semakin profesional dan
akuntabel. Kita semua tahu bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan
profesionalisme, maka pemerintah daerah perlu melakukan perekayasaan
ulang terhadap birokrasi yang selama ini menjalankan pemerintahan
(bureaucracy reengineering), baik dalam aspek struktural maupun dalam
aspek kultural yang terkait dengan budaya kerja di lingkungan birokrasi
pemerintah daerah. Tanpa menafikkan aspek struktural, dalam konteks
Indonesia, aspek kultural tampaknya masih memainkan peran yang cukup
signifikan dalam menentukan kadar kinerja birokrasi pemerintah kita.




Kata Pengantar

Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik (MAP)
Program Pascasarjana Universitas Merdeka Malang

Potret birokrasi di Indonesia, yaitu kuatnya pertimbangan subyektif-
irasional ketimbang obyektif rasional dalam birokrasi, adanya realitas
birokrasi dimana ‘minta dilayani daripada melayani’, mengutamakan aspek
seremonial, menambah pegawai tanpa pertimbangan rasional, birokrat yang
memiliki status “tinggi” di masyarakat, kepatuhan yang tinggi pada aturan
formal, adalah sejumlah contoh budaya kerja yang menonjol dalam
kehidupan birokrasi Indonesia yang kurang kondusif bagi peningkatan
Kualitas kinerja pelayanan publik. Di satu sisi, masyarakat seolah alergi untuk
berurusan dengan birokrasi karena identik dengan kelambanan, berbelit-belit,
mahal, dan laii-lain. Namiun, di sisi lain, keberadaan birokrasi tetap
dirindukan dan diperlukan sebagai pelayan masyarakat. Untuk menyikapi
dilema tersebut, perlu ada upaya untuk mengubah budaya kerja birokrasi
agar lebih berorientasi pada kepentingan masyakarat, sekaligus mencari
alternatif model organisasi yang dapat menumbuhkan budaya kerja tersebut.
Untuk itu pemerintah daerah harus memiliki aparatur yang memiliki keinginan
yang kuat untuk kemakmuran sebesar-besar bagi daerahnya. Tidak
cenderung mengabaikan integrasi negara dan bangsa. Bahkan dalam
konteks pelayanan publik ada kecenderungan hanya berfikir efektifitas,
efisiensi, dan ekonomis, dengan mengabaikan prinsip responsibilitas,
responsivitas, dan representativitas bagi masyarakat, serta tanpa melihat
akuntabilitas dari penyelenggaraan pemerintahan tersebut.

Buku “Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan
Pembangunan Daerah”, yang ditulis oleh Praptining Sukowati sebagai salah
satu dosen Program Magister Administrasi Publik Universitas Merdeka
Malang ini diharapkan dapat merubah wawasan pemikiran dalam rangka
implementasi kebijakan otonomi daerah, dimana tuntutan terhadap kinerja
Pemerintah Daerah perlu ditingkatkan melalui inovasi, integritas, dan
akuntabilitas. Selain itu perlu diperhatikan juga berkaitan dengan adanya
pelanggaran terhadap etika pelayanan publik dan kemungkinan adanya
«orupsi, karena dengan otonomi peluang untuk melakukan pelanggaran
erhadap kedua hal tersebut sangat besar.

Pelayanan publik yang berkualitas diantaranya memang mengadopsi
nilai-nilai privat yang berorientasi pada keuntungan (profit making) ke sektor
oublik, misalnya efektivitas, efisiensi, ekonomis. Hal ini memang diperlukan,




akan tetapi tidak boleh mengabaikan nilai-nilai kepublikan yang lebih
berorientasi pada pelayanan (service making), misalnya nilai-nilai
akuntabilitas, transparansi, netralitas, responsivitas, representativitas, dan
nilai-nilai kepublikan yang lain. Pemerintah Daerah dalam memberikan
pelayanan yang berkualitas untuk masa mendatang sudah seharusnya
memadukan nilai-nilai privat dan nilai-nilai kepublikan ini. Pelanggaran
terhadap resiko penggunaan dana masyarakat, salah satu pelanggaran
aspek etika yang sering dijumpai di Pemerintahan Daerah. misalnya adanya
penolakan terhadap pertanggungjawaban Kepala Daerah karena dianggap
menyelewengkan dana masyarakat, pemenuhan tuntutan anggaran bagi
kesejahteraan anggota dewan yang sudah menjadi wacana publik,
penyelewengan penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) dan masih banyak
contoh-contoh penyelewengan dana yang lain. Hal ini tentunya merupakan
gejala menurunnya akuntabilitas Pemerintahan Daerah terhadap publik yang
pada gilirannya akan menurunkan pula kepercayaan publik pemerintahan
yang mewakilinya, dimana tanggung jawab aparatur publik dalam melayani
masyarakat merupakan aspek etis lainnya yang sangat penting dalam
memberikan pelayanan publik. Semoga buku ini berguna bagi kita semua
dalam rangka mewujudkan kinerja aparatuur publik yang profesional, dan
akuntabel.




Pengantar Penulis

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa
xarena kuasa dan limpah-Nya saya telah dapat menyelesaikan buku
"Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan
Pembangunan Daerah” ini. Perubahan yang terjadi di Indonesia
akibat reformasi dewasa ini ferasa begitu cepat sehingga
menyebabkan seluruh tatanan yang ada di dunia ini ikut berubah,
sementara tatanan yang baru belum terbentuk. Hal ini menyebabkan
sendi-sendi kehidupan yang selama ini diyakini kebenarannya
menjadi usang. Nilai-nilai yang menjadi panutan hidup telah
kehilangan otoritasnya. Lemahnya penerapan akuntabilitas kinerja
daerah sesungguhnya menjadi problem serius bagi penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan di daerah. Hal ini tidak hanya terkait
dengan hilangnya kepercayaan masyarakat tetapi justru ada hal yang
lebih penting yaitu terpenuhinya hak-hak rakyat dalam implementasi
pembangunan di daerah. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya
pembenahan yang perlu mendapat dukungan dari semua pemangku
kepentingan.

Guna merespon kondisi tersebut di atas, perlu mengantisipasi
agar tidak menuju ke arah keadaan yang lebih memprihatinkan.
Salah satu solusi yang dilakukan dalam menjaga nilai-nilai panutan
hidup dalam berbangsa dan bernegara secara lebih efektif yaitu
melalui reformasi birokrasi. Dalam konteks globalisasi, good
governance telah menjadi parameter dan tuntutan masyarakat
terhadap kinerja aparatur pemerintah. Aparatur pemerintah yang
semula bersandar pada prinsip responsibility (tanggung jawab) dan
obligation (kewajiban) kini harus berubah ke arah accountability.

Dalam prinsip-prinsip good governance antara lain terdiri dari
partisipasi, ketaatan hukum, transparansi, responsif, berorientasi
kesepakatan, kesetaraan, efektif, efisien, dan akuntabilitas. Jelas
bahwa akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting dalam good
governance. Semoga karya kecil ini dapat memberikan pencerahan
kinerja aparatur publik yang akuntabel, menjunjung tinggi equitable
dan responsivenes to people’s needs, sebagai resultante dari proses
dan prinsip-prinsip good governance dalam kinerja aparatur publik.

Malang, Mei 2010

Penulis




Tabel 1
Tabel 2
Tabel 3
Tabel 4
Tabel 5
Tabel 6

Daftar Tabel

Contoh indikator kinerja kualitatif .............c........
Contoh Indikator Kinerja Kuantitatif Absolut......
Contoh Indikator Kinerja Kuantitatif Presentase
Contoh Indikator Kinerja Kuantitatif Rasio.........
Contoh Indikator Kinerja Kuantitatif Indeks.......
Contoh Perumusan Indikator Kinerja

Pemerintah Daerah dan Unit Kerjanya..............

88
89
89
90
90

93



sambar 1
Gambar 2

Sambar 3

mbar 4

(]
ﬂ.’l

Gambar 5
Gambar 6

Gambar 7

Gambar 8

Gambar 9

Gambar 10
Gambar 11

Gambar12

Gambar 13

Gambar 14
Gambar 15

Gambar 16

Gambar 17
Gambar 18
Gambar 19
Gambar 20
Gambar 21

Gambar 22
Gambar 23
Gambar 24
Gambar 25

Daftar Gambar

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ...........
Species of Accountability Settings:

Legal Organizational Professional Political ...
Penyelenggara Negara yang dituntut
Akuntabiliats Kinerja ..o
Penyelenggaraan Evaluasi Kinerja
Pemerintah Daerah...............cccocoieieiiiiiiiiiinnns
Mekanisme Kerja Penyusunan LPPD ...........
Bentuk Frekeunsi dan Pelaporan dalam
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.......
Pola Koordinasi dan Sistim Pelaporan Kinerja
AUArSLIE Ikt eia o wiihe el B s, i dm bt bl 0
Manfaat Hasil Evaluasi Mandiri (Self
Assesment) Dalam Rangka Pelaporan KDH..
Keselarasan Renstra dalam Lingkungan
Pemerintaly Daerah........i.iavimasisisitte
Indikator Kinerja Tingkat Pemerintah Daerah
Siklus Implementasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Berbasis Kinerja...............
Siklus Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah... o
Penilaian Kebuakan dan Penllaian
Imstittsional. s e e
Tahapan Evaluasi Dampak dan Proses..........
Contoh Model Pengukuran Kinerja yang
Efisien dan Efeklif............ccccioninnmrecncnacinrancens
Aspek Penilaian Tataran Pelaksanaan Kinerja
(SKPD) ...

Evaluasi Perbandlngan

Manajemen Perubahan...

Analisa Beban Kerja....

Pengembangan Karir ...
Struktur Kelembagaan ngkat Pusat dan
Daerah... o et
Pola Struktur Orgamsam d| Departemen
Jenjang Karir Struktural...
Alur Pembuatan Daftar Urut Kepangkatan ......
Analisa, Evaluasi Pekerjaan & Manajemen
Sy e e U NS NS S g SRR L

31

33

35
40

61

72

75

91
92

102

103

105
108

117

118
122
130
132
137

139
140
143
145

146




Gambar 26

Gambar 27
Gambar 28
Gambar 29
Gambar 30
Gambar 31
Gambar 32
Gambar 33

Gambar 34

Gambar 35

Hubungan Sistim Penilaian Kinerja & Sistim
SO Eaiintal it i s
Model Akuntabilitas Kinerja Organisasi Publik
Indikator Tata Pemerintahan World Bank.......
Proses Krisis Kepercayaan di Indonesia........
Built aWorker Culture... i et ns s
Kerangka Reformasi Birokrasi.........................
Unsur-unsur pada definisi e-government ... ...
Model Proses Kebijakan Publik Clay and
o A MBS el i B
Perubahan Paradigma
Pemerintahan/Administrasi Negara.................
Optimalisasi Kinerja Kebijakan Publik
dalam Pembangunan di Era Global.................

148
166
169
172
183
213

222
234

237



Daftar Isi

Kata Pengantar
Direktur Pasca Sarjana Universitas Brawijaya Malang............

Kata Pengantar
Rektor Universitas Merdeka Malang............ccccooeeivvceceo

Kata Pengantar

Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik (MAP)
Program Pascasarjana Universitas Merdeka Malang..............
Bengantar Penulis ...
T e T AN B e S I TN <ok b S S
B Gainbar . 0 s e i e '
O A RS e L I < PR SUER L B S MO Y TR

BAB |
KINERJA PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN

DAERAH
Landasan Kultur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah..

Tujuan dan Komitmen Pemerintah Daerah......................
Perubahan Peranan Pemerintahan Daerah Dalam
e A POIG R s e

YV VY

BAB I
AKUNTABILTAS KINERJA
DAN TRANSPARANSI PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH
» Konsep dan Pengertian Akuntabilitas Kinerja....
» Konsep dan Pengertian Transparansi...
» Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah...
Bentuk dan Frekuensi Pe!aporan ....................................
Koordinasi dengan Sistim Terkait.............ccccceveeeieveennnne...

A%

Tugas, Fungsi, dan Kesiapan Pemerintah Daerah...........

iii

vii
viii

Xi

13
16

20

27
49

56
61



BAB Il
AKUNTABILITAS KINERJA

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

» Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintahan ........cc.......... i
» Evaluasi Kinerja Penyelengaraan Pemerintahan............... 94
> Input dan Output Kinerja Penyelengaraan Pemerintahan.. 101
» Dampak Kinerja Penyelengaraan Pemerintahan................ 106
» Standar Kinerja Penyelengaraan Pemerintahan................. 115
» Tujuan, Sasaran dan Strategi Pengukuran Kinerja............ 124
BAB IV
PEMBINAAN & PENGEMBANGAN PRESTASI
KINERJA PEGAWAI
» Pembinaan Prestasi Kinerja..........ccocoiimiiniimmne 129
» Pengembangan Karier dalam Kinerja... B
» Tujuan dan Manfaat Pembinaan PrestaSI Kerja heinsa AN
BAB V

CAPACITY BUILDING DALAM
AKUNTABILIATAS KINERJA

> Capacity BUiliNg ......coocvrrecmmumismmsmsensmsssiss e 151
» Legal Framework .......cccoovummmmiimin i 154
» Institutional Arrangement ................................................. 157
» Mind-setting .. R R Sl e M R o SRR S
> Strategic Breaktrough IR AL B k)
» Building Shared Vision, MlSSlon & Values 164
» Building Institution for Good Governance .................. 167
BAB VI

PENDAYAGUNAAN APARATUR DALAM

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
> Pendayagunaan Aparatur PUDIK.........c.cccecrvvinmmmmnenerccees 171
» Keterkaitan Dengan Sistem AKIP-LAKIP...................... 176




BAB Vi
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

AKUNTABILITAS KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

~ Kapasitas Manajemen Pemerintah..........ccccccovieeiieecenn.. 179
~ Membangun Budaya Daerah Transparan dan Akuntabel... 182
~ Faktor Lingkungan Makro dan Endowment Daerah........... 190
~ Pelayanan Publik dan Building the Trust ................. 196
BAB Viil

KUNCI KEBERHASILAN AKUNTABILITAS
KINERJA PENYELENGGARAAN

PEMBANGUNAN DAERAH
» Investasi Teknologi Informasi .............oocooiiii . 221
~ Strategi Meningkatkan Manajerial Skill Penataan Aparatur 223

BAB IX
KEBIJAKAN PUBLIK DAN REFORMASI

AKUNTABILITIAS KINERJA

DALAM PEMBANGUNAN
~ Pembangunan dan Good Public Governance

TR s T St o S e T S S 229
~ Kebijakan Publik dan Reformasi Akuntabilitas Kinerja...... 233
~ Optimalisasi Kinerja Kebijakan Publik dalam

Pembangunan di Era Global..........cccocovvvviiivciiciiecccieneee.. . 237

Daftar Pustaka
Profile Penulis




Daftar Pustaka

Abdul Wahab-Solichin, 2008 .Pengantar Analisis Kebijakan Publik,
UMM Press, Malang,

Afadlal (Ed.), 2003. Dinamika Birokrasi Lokal Era Otonomi Daerah,
Jakarta: P2P LIPL

Agere S., 2000. Promoting Good Governance : Principles, Practices
and Perspectives, Commonwealth Secretariat, London, 1-
11, 66-82.

Andrisani Paul J, 2002. The New Public Management Lessons from
Innovating Governors and Mayors, Kluwer Academic, USA,

Bagir Manan, 2001. Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, PSH Ul
Yogyakarta, Yogyakarta.

Bennett Robert (Edited), Local Government And Market
Decentralization:Experiences in Industrialized, Developing
And Bloc Countries, United Nations University Press, Tokyo-
New York-Paris.

Bratakusumah, 2002. Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah, Gramedia, Jakarta, :

Burns, Danny; Robin Hambleton, and Paul Hoggett. 1994. The
Politics of Decentralization — Revitalizing Local Democracy,
London; McMillan;.

Corten, D.C., (ed), 1986, Community Management, Asian Experience
and Perspectives Kumarian Press, Connecticut.

Denny Hariandja, Birokrasi Nan Pongah : Belajar dari Kegagalan
Orde Baru, Penerbit Kanisius, Yogyakarta

Dwiyanto Agus, 2002. Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia, UGM,
Yogyakarta,

E Koswara, 2001. Otonomi Daerah Untuk Demokrasi dan Etzioni A,
1995, The Spirit of Community: Right, Resposibilities and the
CommunitarianAgenda, Fontana Press, London.

Flyn, Norman; 1990. Public Sector Management; Harvester
Wheatsheaf; London.

Frederick Stapenhurst dan Petter Langseth, 1997. The Role of The
Public Administration in Fighting Corruption,

Frederickson, H George, 1997. The Spirit of Public Administration;
Jossey-Bass Publishers; San Fransisco.

Gaster, Lucy, 1995. Quality in Public Services, Managers Choices;
Open University Press; Buckingham — Philadephia.

Gruber Judith, 1988. Controlling Bureucracies: Dillemmas in
Democratic Gocernance, University of Califomia Press,
Bekerley Los Angeles, London,




Hanif Nurcholis, 2005. Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi
Daerah, Grasindo, Jakarta.

Hoessein, Bhenyamin; Pergeseran Paradigma Otonomi Daerah
Dalam Rangka Reformasi Administrasi Publik di Indonesia,
Makalah disajikan dalam Seminar Reformasi Hubungan
Pusat-Daerah Menuju Indonesia Baru : Beberapa Masukan
Kritis Untuk Pembahasan RUU

Huges Owen, 1987. Public Management And Administrations. An
Intorduction, St martin Press, New York, 1994.

Islamy Irfan, Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara, Bumi
Aksara, Jakarta.

------------ , 1998. Agenda Kebijakan Reformasi Administrasi Negara,
Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Dalam Ilimu
Kebijakan Publik dapa Fakultas Ilimu Administrasi,
UNIBRAW Malang tangal 1Agustus.

J Kaloh, 2002. Mencari Benfuk Otonomi Daerah, Rineka Cipta,
Jakarta,

James Daniel Sitorus & Setiabudi, 2006. Good Governance dalam
Perspektif llmu Administrasi Publik dan Bisnis, makalah
disampaikan pada Seminar Nasional di UNIBRAW Malang.

Karhi Nisjar, 1997. Beberapa Catatan tentang Good Governance,
Jurnal Administrasi Pembangunan No Vol 1 No2 :119,
Himpunan Sarjana Administrasi Indonesia, Jakarta.

Kooiman, J. (ed), 1993, Modern Governance: New
Government-Society Interactions. London: Sane
Publications.

Leach, Steve, John Stewart, and Kieron Walsh, 1994. The Changing
Organization and Management of Local Government,
LLondon; McMillan Press Ltd.

Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan
Dan Pembangunan, 2000. Akuntabilitas dan Good
Governance, Lembaga Adminsitrasi Negara dan Badan
pengawasKeuangan dan Pembangunan, Jakarta.

————— -, 1999. Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah,
Lembaga Adminsitrasi Negara dan Badan
pengawasKeuangan dan Pembangunan, Jakarta.

Mas'ud Said, 2004. Arah Baru Otonomi Daerah di Indonesia,
makalah disampaikan pada Pelatihan Profesional Aparatur
Kepemerintahan, Pusat Pelatihan Profesional Kepeme-
rintahan Malang.




Menpan: RUU Adiministerasi Pemerintahan Prasyarat Reformasi
Birokrasi”, dikutip dari http:/mww.gtzsfgg.or.id/index.php?
page=menpan-ruu-administrasi-Pemerintahan-prasyarat-
eformasi-birokrasi&hl=en_EN

Mohamad Mahsun, 2006. Pengukuran Kinerja Sektor Publik , BPFE,
Yogyakarta.

Napitupulu Paimin. 2007. Menakar Urgensi Otonomi  Daerah.
Bandung: PT Alumni.

2007. Pelayanan Publik & Customer Satisfaction.
Bandung: Alumni.

Nasir M. Safar, dkk. (ed). 2003. Pengukuran Kinerja Pemerintah
Daerah. Yogyakarta: UAD Press. Cetakan ketiga.

Norton Alan (1994). Internastional Handbook of Local
and Regional Government: A Comparative Analysis
of Advenced Democracies. Cheltenham: Edward Elgar.

Nurcholis Hanif. 2007. Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi
Daerah. Jakarta: Grasindo. Cetakan Kedua.

Oentarto Sindung M, 2002. Setahun Implementasi Kebijakan
OTODA di Indonesia, Seminar Setahun Implementasi
Kebijakan OTODA, UGM, Yogyakarta.

Osborne David and Gaebler Ted. 1992. Reinventing Government:
How the Entrepreneural Spirit is Transforming the
Public Sector. United State: David Osborne and Ted
Gaebler.

Osborne David and Plastrik Peter. 1997. Banishing
Bureaucracy: The Five Strategies for Reinventing
Government. USA: Perseus Books Publishing.

Pollitt, C. (1990). Managerialism and Public Services: The
Anglo-Amirican Experiences. Oxford: Basil Blackwell.

eeeeeeeeme— 2000. Public Management -Reform: A Comparative
Analysis. New York: Oxford University Press.

Purwanto Erwan Agus dan Wahyudi Kumorotomo. (2005). Birokras
Publik: dalam Sistem Politik Semi Parlementer. Yogyakaria:
Gava Media.

Raadschelders Jos C.N. 2000. Government: A Public Administration
Perspective. New York: M.E. Sharpe, Inc.

Rasad, “Reformasi Birokrasi Dalam Perspektif Pemberantzsan
Korupsr®, dikutip dari http://www.transparansi.or.id/?pilin=
lihatpopulerkolom&id=18.

Rizali Abdullah, 2000. Pelakasanaan Otonomi Daerah Luas dan
Issue Federalism sebagai Suatu Alternative, Rajawali Press,
Jakarta.

Sarundajang, 2000. Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah, Sinar
Harapan, Jakarta.




Sattell David C. and Basehart Harry. 2001. State and Local
Government: Politics and Public Policy. New York:
McGraw-Hill Companies, inc. Seventh Edition.

Savas, E S: Privatization, 1987. The Key to Better Government, New
Jersey : Chatham House Publisher Inc.

Sedarmayanti. 2004. Good Governance (Keperintahan yang Baik).
Bandung: Mandar Maju.

-------------- 2005. Desentralisasi dan Tuntutan Penataan
Kelembagaan Daerah. Bandung: Humaniora

Seeta Mishra, 1999. Reforming Public Sector Through Better Citizen
Governance — A Case of Andhra Pradesh India, National
Institute of Public Administration, Malaysia.

Shafritz Jay M. and Russell EW. 2005. Public Administration:
Introducing. NewYork: Pearson Education, Inc. Fourth
Edition.

Sinambela Lijan Poltak, 2007. Reformasi Pelayanan Publik, Bumi
Aksara, Jakarta.

Sinambela Lijan Poltak, dkk. 2006. Reformasi Pelayanan Publik:
Teori, Kebijakan, dan Implementasi. Jakarta: PT Bumi
Aksara. :

Sjamsiar Sjamsuddin, 2008. Administrasi Pemerintahan Lokal.
Malang: Agriitek YPN.

Starling, Grover, 1998. Managing Public Sector; School of Business
and Public Administration; University of Houston; Clear
Lake Hart Cour; College Publisher USA;

Sukowati Praptining, 2006, Hasil Penelitian: Indeks Kepuasan
Masyarakat dalam Pelayanan Publik di Kota Batu, Hasil
"Kerjasama dengan Pemerintah Kota Batu.

,2007. Reformasi Birokrasi dalam Manajamen

Pelayanan Publik. Jurnal Publisia Malang.

,2008. Hasil Penelitian: Indeks Kepuasan
Masyarakat dalam Pelayanan Kesehatan. Hasil Kerjasama

: dengan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat.

Sumiharjo Tumar. 2008. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Melalui Pengembangan Potensi Daerah. Bandung:
Fokusmedia.

Tamim Feisal. 2004. Reformasi Birokrasi: Analisis Pendayagunaan
Aparatur Negara. Jakarta: Belantika.

Wasistiono Sadu. 2003. Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan
Daerah. Bandung: Fokusmedia.

Widodo Joko, 2001, Good Governance, Insan Cendekia, Surabaya.

, 2008, Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja. Malang:

Bayumedia Publishing. Cetakan Keempat.




